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Abstract

In practice, many police actions categorized as arbitrary action of
which is not based on duty and function of police institute as arranged in
legislation applied. Be aware of arbitrary action done by policement,
government provides potting to every public or citizen to report the arbitrary
action to national policement commision.
Commission
observation to all business or activity about implementation of duty or police
activity that matching with the one which is expected.

basically undertakes gives

Latar Belakang

Saat ini masyarakat Indonesia
menumpukkan harapan yang sangat
besar akan tegaknya hukum di negara
Indonesia kepada lembaga Kepolisian.
Kepolisian ~ secara  formal  tetap
"merupakan institusi utama yang
bertanggung jawab atas penegakan
hukum di Indonesia. Kepolisian
memikul tanggung jawab yang sangat
besar dalam penegakan hukum serta
memelihara keamanan dan ketertiban
umum dalam masyarakat.

Dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir  ini  kepolisian  selalu
meningkatkan j\umlah keanggotaannya.
Semua ini mengandung arti dalam
rangka meningkatkan pelayanan dan
menciptakan rasa kepada masyarakat
luas. Namun, peningkatan jumlah
keanggotaan  kepolisian tersebut,
ternyata masih juga menyisakan
berbagai permasalahan yang muncul.
Praktik kepolisian di bidang penegakan
hukum mengundang gugatan publik.
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‘headlines

Masyarakat menilai adanya bentuk-
bentuk pelanggaran hak asasi manusia,

KKN, diskriminasi yang masih
mewarnai oprasionalisasi tugas
kepolisian.

Berbagai keluhan yang
dilayangkan atas layanan lembaga
kepolisian yang menyimpang

terungkap diberbagai media elektronik
maupun pers, bahkan menjadi topik
yang mewarnai setiap
perkembangan  berita  penegakan
hukum yang ada. Polisi sering dicap
lalai dan gagal memberi perlindungan
kepada masyarakat atau bahkan lemah
dalam melakukan penegakan hukum,
terkadang dipandang sarat dengan
penyelewengan kekuasaan (4buse Of
Power) akibat praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Sampai-sampai
lembaga  kepolisian diplesetkan
menjadi “Polisi India” atau Polisi
Bombay mirip seperti pada film India,
di mana diceritakan bahwa Polisi yang
mudah melakukan KKN, menegakan
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